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1.Norma Agama Dalam Konstitusi...1

Implisitas Pancasila dan Islam Dalam Preamble Konstitusi:

Atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya.

.... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

Rakyat dgngan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha
Esa,... (2al & 3a Ja)

email: msiddig@ar-raniry.ac.id



1.Norma Agama Dalam Konstitusi...2

Pasal 28 | Ayat 1-- Undang-undang Dasar 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun”.

Pasal 29 - Undang-undang Dasar 1945
Ayat 1: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.



2.Fleksibilitas Norma Agama
Dalam UUD 1945

Pasal 29 - Undang-undang Dasar 1945

Ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.

“...untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Norma ini
bersifat fleksibel, setiap pemeluk agama bisa mengajukan norma pelaksana
dalam UU, jika mereka bisa membangun argument bahwa UU tersebut bagian
dari peribadatan kepercayaan agamanya. Sebagai contoh; tentan%legal
standing kebutuhan UU Perbankan Syariah, untuk menghindari riba krn sesuai
kepercayaan Agama Islam.

Norma ini terindikasi sebagai bagian dari kajian Islamic Constitutionalism.



3. Implikasi Fleksibilitas Norma
Agama...1

 Materi hukum dari agama dengan konsep-konsep

terapan (applied concept) akan bisa menyesuaikan,
dan terus berkembang sesuai zaman;

* Sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia,
kebutuhan akan materi hukum Islam di Indonesia
akan meningkat setiap tahunnya;

 Hukum Islam dengan konsep figih (jurisprudence)

nya, akan terus berevolusi menjadi materi hukum
nasional;



3. Implikasi Fleksibilitas Norma
Agama....2

Hukum ta’zir (Recht Vinding Pemerintah+Legislatif)
akan lebih mendominasi, dibandingkan dengan hukum

Hudud dan Qisas, Spt Qanun Jinayat, Qanun Acara
Jinayat di Aceh;

* Hukum Islam dalam aspek ekonomi akan lebih
berkembang pesat, mengikuti kebutuhan pasar, seperti
munculnya UU/21/2008-Perbankan Syariah,

UU.NO.19.2008-Surat Berharga Syariah Negara, UU
Zakat, Qanun Lembaga Keuangan Syaria’ah (LKS) di

Aceh, dll.




3. Implikasi Fleksibilitas Norma
Agama....3

* Dalam bidang ekonomi, hukum Islam dinilai bisa
menghasilkan pasar dan keuntungan, sehingga juga
melibatkan pihak nonmuslim;

* Perkembangan teknologi 4.0 membutuhkan
kebaharuan hukum, termasuk dalam hukum Islam,
seperti cryptocurrency, bitcoin, saham online,
Gopay, transaksi online, dll. Hal ini tidak ada dalam

kitab figh klasik;



4.Implikasi Infleksibilitas Norma
Agama (Brunei/ Malaysia)

* Brunei Darussalam menjadikan Mazhab Syafi’l sebagai Mazhab
Konstitutional, resmi negara. Berimplikasi pada keterbatasan rechtvinding,
jika ditemukan kebutuhan hukum baru diluar Mazhab Syafi’l;

* Malaysia secara implisit mengikuti Mazhab Syafi’i, akan tetapi dalam
praktek didominasi Syafi’i, berimplikasi pada pelayanan publik dalam
Ibadah Haiji, seperti tentang kedudukan Mahram, yg wajib dari keluarga
atau pasangan sah.

* Dalam Hukum Ekonomi Islam sukar menarik investor Timur Tengah, yg
dominan mazhab Maliki.

o dll



5.Dinamika Hukum Islam Dalam
Politik Hukum Indonesia

 Bertambahnya RUU di DPR ttg materi Hukum Islam dg konsep
ta’zir, dengan pertimbangan applied figh (figh terapan);

* Pergumulan partai politik religius nasionalis vs nasionalis
makin menarik;

* RUU dengan materi hukum ekonomi Islam diproyeksikan
makin meningkat, seiring kebutuhan kepastian hukum dim
transaksi syariah; Contoh: Implikasi investasi UEA di Indonesia
(Aceh & Lombok), perlu lisensi produk halal.

 dll



6.

Peluang

Setiap sarjana hukum yang muslim berpeluang untuk

memanfaatkan kebutuhan promulgasi materi hukum Islam
(ekonomi/perdata) semakin menjanjikan;

Inggris memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi
Islam, karena melihat ada peluang pasar investasi capital

warga muslim, peluang ini bisa dipindahkan ke Indonesia;
The Time is Money, mate...!

Fleksibilitas dalam bermazhab hukum Islam membuka
peluang pasar-pasar Timur Tengah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi Ekonomi
Syariah prospek menjanjikan bagi sarjana hukum;

dil.



/. Tantangan

 SDM yang mengerti hukum Islam praktis terbatas, dibanding
rasio kebutuhan pasar;

* Proses pembentukan regulasi ditingkat pusat/daerah menemui
kendala teknis;

* Perubahan paradigma dari figh klasik ke figh modern (applied
figh), figh zaman agraris ke figh zaman 4.0;

* Pendekatan multimazhab figh ke dalam hukum positif, dalam
hukum perdata Islam ada Kompilasi Hukum Islam;

* DI



8. Penutup

Hukum Islam berdayaguna untuk muslim serta
rahmatan lil ‘alamin. Terlihat dari penerapan
Piagam Madinah, yang berdayaguna bagi
seluruh agama-agama di Madinah;
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